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ABSTRAK 
 

 

 

“Urf” (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan kepentingan) yang 

telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. 

Pada zaman sekarang banyak terjadi praktik jual beli tanpa adanya akad, seperti 

praktik jual beli di super market, mini market bahkan di pasar tradisional, 

sebagian pedagang dan pembeli tidak melakukan ijab dan kabul pada setiap 

transaksi jual beli. Sedangkan ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dan 

syarat dalam jual beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

praktik „urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli ? dan bagaimana 

persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik „urf di masyarakat dalam urusan 

jual beli ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik „urf di masyarakat 

dalam urusan jual beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif dan 

filosopis. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap 6 

(enam) orang Ulama di Aceh Tamiang, 2 (dua) orang masyarakat selaku pembeli 

dan 2 (dua) orang masyarakat selaku penjual untuk mengumpulkan data terkait 

praktik „urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli dari tanggal 29 

Mei sampai dengan 10 Juni 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa umumnya 

masyarakat di Aceh Tamiang tidak melakukan ijab qabul dalam jual beli dan 

keseluruhan ulama Aceh Tamiang memiliki persepsi yang sama terhadap praktik 

„urf di masyarakat dalam urusan jual beli, yaitu harus diperbaiki, terutama pada 

barang yang harganya minimal Rp. 50.000,-. Setiap penjual ataupun pembeli 

sebaiknya melakukan ijab qabul, walaupun kepada penjual ataupun pembeli non 

muslim, setidaknya bagi penjual ataupun pembeli yang muslim harus 

menyebutkan ijab atau qabul agar terlepas dari hukum muamalah. Kepada para 

Ulama/Tengku/Dinas Syariat Islam dan para instansi terkait agar secara 

berkesinambungan mensosialisasikan pelaksanaan jual beli secara Islami melalui 

penyuluhan penyuluhan ataupun ceramah/pengajian kepada masyarakat agar 

masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah 

Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi hajad hidup yang bersifat 

materi, masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad, 

seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu 

tercakup dalam mu‟amalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan 

oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, 

masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.
1
  

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang 

mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan 

ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu 

yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau 

bukan hasilnya.
2
 

Islam menganjurkan agar setiap manusia khususnya pelaku jual beli 

melakukan praktik jual beli atas dasar pertimbangan yang mendatangkan 

manfaat dan menghindarkan mudharat atau saling merugikan. Karena itu, 

setiap praktek mua‟malah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai 

                                                           
1
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 69. 
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 69. 



keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur 

penipuan. Allah SWT berfirman: 

ا َٓ يُّ
َ
أ ََ  يََٰٓ ِي ِ  ٱلَّذ َِلًُ ة َٰىَلًُ ةيَۡ وَ ٌۡ َ

ْ أ ٔٓا كُيُ
ۡ
ْ لََ حأَ أ ُِ ٌَ ن حلَُٔنَ حجََِٰرَةً  ٱىۡبََٰطِوِ ءَا

َ
ٓ أ إلَِذ

ۚۡ إنِذ  ًۡ ُفُصَلُ
َ
ٔٓاْ أ ۚۡ وَلََ تَلۡخُيُ ًۡ ِِلُ ٌّ َ غََ حرََاضٖ  ا  ٱللّذ ٍٗ ًۡ رخَِي   ٢٩كََنَ ةلُِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu (Al Qur’an Surat An Nisa ayat 

29).
3
 

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT 

menyuruh seluruh umatnya untuk melakukan perniagaan (jual beli) dengan 

kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).  

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering digunakan 

dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan, hal ini tidak 

dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya. Jual beli yang terjadi dalam 

masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan 

maupun cara pembayarannya. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual 

beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan 

kabul. Menurut fatwa Ulama Syafi‟iyah, jual beli barang-barang yang 

kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama 

                                                           
3
 Kementerian Agama, Al Qur’an Terjemah Indonesia, cetakan ke XVI (Jakarta: PT. Sari 

Agung, 2001), h. 150. 



Muta‟akhirin Syafi‟iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang 

yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.
4
 

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi 

dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. “Urf” (tradisi) adalah bentuk-

bentuk mu‟amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan 

dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Ini tergolong salah 

satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi 

Muhammad SAW: 

ا ْٔنَ  رَآه ٌَ ٍُ صْيِ ٍُ ْ َٔ  خَصَِاً  ال ُٓ  خَصََ امَْرٌ  االلِّ  غِِدَْ  فَ

Artinya : Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun 

digolongkan sebagai perkara yang baik
5
 

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan 

bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan 

dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang 

baik di hadapan Allah.
6
 

Berkaitan dengan hal ini, pada zaman sekarang banyak terjadi praktik 

jual beli tanpa adanya akad, seperti praktik jual beli di super market, mini 

market bahkan di pasar tradisional, sebagian pedagang dan pembeli tidak 

melakukan ijab dan kabul pada setiap transaksi jual beli. Sedangkan ijab dan 

kabul merupakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli. Seperti halnya 

fenomena yang terjadi di pasar modern Indomaret (daerah Seruway) dan pasar 

                                                           
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, h. 71. 

5
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 417. 

6
 Ibid. 



tradisional Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagian besar penjual dan 

pembeli tidak melakukan ijab dan kabul. Ketika penulis mencoba menanyakan 

permasalahan ini kepada salah seorang ulama Aceh Tamiang, menurut ulama 

praktik jual beli tanpa adanya rukun seperti ijab dan kabul berdasarkan 

perbuatannya adalah sah, namun menurut hukum Islam tidak sah. Dari hasil 

observasi awal dapat diketahui bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat, 

tidak menyatakan serah terima (ijab dan kabul) ketika berbelanja di pasar. Jadi 

yang terjadi dalam masyarakat sekarang adalah akibat dari kurangnya 

pemahaman agama khususnya dalam hal jual beli. Ulama Aceh Tamiang 

menganjurkan dalam praktik jual beli diwajibkan memenuhi syarat dan rukun. 

Ulama Aceh Tamiang juga menyarankan agar mari bersama-sama 

menyadarkan masyarakat melaksanakan rukun jual beli yang sah menurut 

ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ا َٓ يُّ
َ
أ ََ  يََٰٓ ِي ا  ٱلَّذ َْ ًۡ ُاَرٗا وَكُٔدُ ييِلُ ْۡ َ

ًۡ وَأ ُفُصَلُ
َ
ٔٓاْ أ ُِٔاْ كُ ٌَ ا  ٱلۡۡجَِارَةُ وَ  ٱلنذاسُ ءَا َٓ غَيَيۡ

لََٰٓئهَِثٌ غِلََظٞ شِدَادٞ لَذ يَػۡصُٔنَ  ٌَ َ ًۡ وَ  ٱللّذ ُْ مَرَ
َ
آ أ ا يؤُۡمَرُونَ ٌَ ٌَ   ٦يَفۡػَئُنَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan 

(Al Qur’an Surat At Tahrim ayat 6).
7
 

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber 

dalam istinbath hukum, menyatakan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya 

tidak ditemukan nash dari kitab (Al Qur‟an) dan Sunnah (hadits). Apabila 
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 Kementerian Agama, Al Qur’an Terjemah Indonesia…, h. 1143-1144. 



suatu ‘urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan 

masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan 

semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak 

(mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan nash-nash 

yang pasti (qath’iy), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari‟at. Karena 

kehadiran syari‟at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid 

(berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah 

tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan 

malah diberi legitimasi.  

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih 

dalam dan mengangkatnya dalam suatu Skripsi yang berjudul “Persepsi 

Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik ’Urf Di Masyarakat Dalam 

Urusan Jual Beli” sebagai bentuk peran serta penulis mengingatkan 

masyarakat dalam melaksanakan jual beli yang sah menurut ajaran agama 

Islam.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik ‘urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual 

beli ?  

2. Bagaimana persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik ’urf di 

masyarakat dalam urusan jual beli ?  



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui praktik ‘urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan 

jual beli. 

2. Untuk mengetahui persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik ’urf di 

masyarakat dalam urusan jual beli.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Menjadi sumber yang diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan dalam fiqh mu‟amalah mengenai praktik ’urf di masyarakat 

dalam urusan jual beli. 

b. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan teori ‘urf 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan tambahan pemahaman kepada masyarakat khususnya 

masyarakat Kecamatan Seruway terkait ketentuan jual beli menurut 

hukum Islam 

b. Menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya 

khasanah keilmuan bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

Langsa fakultas Syariah (muamalah). 

 

 

 



E. Penjelasan Istilah 

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu 

dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul 

Skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahfahaman interpretasi isi 

keseluruhan Skripsi. Adapun penjelasan istilahnya adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi 

Persepsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan. Persepsi (dari bahasa Latin 

perceptio, percipio) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan 

menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan 

pemahaman tentang suatu hal (jual atau beli). Umumnya istilah persepsi 

digunakan dalam bidang psikologi. Pengertian persepsi secara terminologi 

adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi 

kedalam otak manusia, melalui indera pengelihatan, pendengaran, peraba, 

perasa, dan penciuman.
8
 Persepsi yang di maksud dalam penelitian ini 

adalah proses pengamatan terhadap lingkungan dengan menggunakan 

indra-indra yang dimiliki. 

2. Ulama Aceh Tamiang 

Arti ulama dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti 

ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang 

maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. 

Pengertian ulama secara harfiyah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. 
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sedangkan Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Aceh. Jadi ulama Aceh Tamiang dalam penelitian ini merupakan pemuka 

atau pemimpin agama di Kabupaten Aceh Tamiang yang bertugas untuk 

mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-

masalah agama maupum masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi 

keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. 

3.  ‘Urf 

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan 

diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah ‘Urf berarti sesuatu yang 

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan 

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
9
 

Yang dimaksud dengan ‘urf didalam penelitian ini adalah ilmu 

pengetahuan berdasarkan adat (kepantasan) yang telah dilakukan sejak 

turun menurun dan dipandang baik.  

F. Penelitian Terdahulu 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, 

maka untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha 

untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang 

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Kajian dan 

pembahasan tentang jual-beli menurut hukum Islam bukan merupakan wacana 

yang baru tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci dalam kitab klasik, kitab 
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fiqh dan literatur keislaman lainnya, yang kesemuanya menjadi acuan dan 

inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. Diantara penelitian yang membahas 

masalah jual-beli menggunakan teori ‘urf antara lain: 

1. Tesis yang ditulis oleh Sari Meutia dengan judul Konsep ‘Urf dalam Jual 

Beli (Studi Kegiatan Jual Beli pada Warung Makanan di Kecamatan 

Langsa Kota). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan analisis ‘urf. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk jual beli yang sudah 

lazim dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. 

Hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah transaksi antara pembeli 

dan penjual. Dalam aktifitasnya para pembeli terkadang telah mengetahui 

harga makanan yang ada di warung tersebut, jadi mereka tidak susah-

susah bertanya berapa harga makanan yang dijual di warung makan 

tersebut. Antara penjual dan pembeli pun tidak ada yang 

 mengeluh dengan aktifitas jual beli tanpa akad antara penjual dan 

pembeli. Bagi penjual di warung makan melakukan aktifitas jual beli tanpa 

akad tersebut dilakukan bukan untuk menjauhkan diri dari hukum yang 

sebenarnya, namun menurut penjual mereka menginginkan kemudahan 

dalam bertransaksi. Dan hal tersebut dilakukan bukan dengan unsur 

ketidaktahuannya mereka dalam sistem jual beli, namun hal tersebut 

dilakukan seperti dijelaskan sebelumnya. mengenai kerelaan dalam jual 

beli ini tidak dipermasalahkan baik dari pembeli dan penjual, mereka tidak 



ada yang merasa dirugikan dalam aktifitas seperti ini. Mereka memaklumi 

kegiatan transaksi tanpa adanya ijab kabul tersebut.
10

 

2. Jurnal yang ditulis oleh Aizza Alya Shofa dengan judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas menurut 

Teori ‘Urf. (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 

2015/2016). Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu transaksi jual beli 

padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut 

analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, 

yaitu: Aqidain, Ma‟qūd „alaih dan Sighat (ijab qabul) serta terhindar dari 

beberapa kemungkinan fasad, seperti gharar, Riba, satu transaksi dalam 

dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.
11

 

3. Skripsi lainnya yang ditulis oleh M. Sholahuddin Hendhi dengan judul 

Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa 

Batealit Kabupaten Jepara). Metode penelitian yaitu menggunakan 

metode penelitian kualitatif Yaitu: Penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang di alami atau yang terjadi di 

lapangan. Proses pembayaran inseminasi buatan pada hewan ternak yang 

dilakukan oleh masyarakat Batealit kepada petugas Inseminasi Buatan dari 

Dinas Peternakan bukan membeli sperma atau semen beku yang dibawa 

petugas dari Dinas tersebut tetapi hanya sebuah upah atas pekerjaan yang 
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diberikan kepada Dinas sebagai balas jasa atas pekerjaan. Adapun akad 

yang dilakukan masyarakat Batealit yaitu menggunakan akad ijarah atau 

upah mengupah bukan akad jual beli sperma.
12

 

G. Kerangka Teoritis 

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah 

makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu 

berupa uang atau barang, hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan 

yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari‟at Islam 

yang disebut dengan jual beli. 

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah 

pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli 

yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang 

oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ِ ٱ ََ لَّذ كُئُنَ  ي
ۡ
ْ ٱيأَ ا َٰٔ ا يَلُٔمُ  لرِّبَ ٍَ ِيٱلََ يَلُٔمُٔنَ إلَِذ نَ ُّ  لَّذ َُ ٱيَخَخَتذطُ يۡطََٰ ََ  لشذ ٌِ

ۚۡ ٱ سِّ ٍَ ۡ ا  ل ٍَ ْ إنِذ ٔٓا ُ ًۡ كاَل ُٓ نذ
َ
َٰلمَِ ةأِ ْ  ٱٌِثۡوُ  لَۡۡيۡعُ ٱذَ ا َٰٔ خَوذ  لرِّبَ

َ
ُ ٱوَأ مَ  لَۡۡيۡعَ ٱ للّذ ْۚۡ ٱوخََرذ ا َٰٔ ٍََ  لرِّبَ فَ

بِِّّ  ۥجَاءَٓهُ  َِ رذ ٌّ غِۡٔظَثٞ  ُّ  ُخَهََٰ ٱفَ  ۦمَ مۡرُهُ  ۥفَيَ
َ
ا شَيَفَ وَأ هِ ٱإلََِ   ٓۥٌَ وْلََٰٓئمَِ  للّذ

ُ
َۡ عََدَ فأَ ٌَ وَ

صۡحََٰبُ 
َ
ونَ  لنذارِ  ٱأ ا خََٰلُِِ َٓ ًۡ فيِ ُْ ٢٧٥  

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
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itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya (Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 275).
13

 

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan 

transaksi jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah SWT tidak boleh terdapat 

unsur riba, karena Allah SWT telah mengharamkannya. 

Syariah (muamalah) menganjurkan agar setiap pelaku jual beli 

mempertimbangkan manfaat dari jual beli tersebut dan menghindarkan 

mudharat atau saling merugikan akibat jual beli tersebut. Jual-beli haruslah 

memenuhi rukun dan syarat, baik syarat dari segi subyek, obyek, maupun 

akadnya. Rukun dalam jual-beli meliputi : 

1. Ada orang yang berakad 

2. Ada Sigat 

3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
14

 

Adapun syarat-syarat dalam jual-beli meliputi : 

1. Subyeknya : berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir 

(boros), balig. 

2. Obyeknya : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang 

melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang 
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diakadkan di tangan. Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual 

dapat menyerahkan barang yang jadi obyek jual-beli sesuai dengan bentuk 

dan jumlah yang diperjanjikan. Sedangkan yang dimaksud mengetahui 

adalah keadaan barang dan harganya diketahui oleh pembeli. Keadaan 

barang bisa berupa takaran, hitungan, timbangan maupun kualitas barang 

serta cara pembayarannya juga harus diketahui.
15

 

3. Akadnya : syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dengan 

qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini : 

a. Ahli akad: menurut ulama Hanafiyah seperti yang dikutip oleh 

Rachmat Syafe‟I dari kitab Badai’ As-Sanai’ fi Tartib Asy-Syarai’ 

karangan Alaudin al-Kasyani, seorang anak yang berakal dan 

mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum balig) dapat menjadi 

ahli akad. 

b. Qabul harus sesuai dengan ijab. 

c. Ijab dan qabul harus bersatu. Yakni berhubungan antara ijab dan qabul 

walaupun tempatnya tidak bersatu.
16

 

Jika rukun dan syarat dalam bertransaksi sudah dipenuhi, maka jangan 

melupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Karena tujuan dalam 

muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, sedang maslahat 

adalah jalbul manfa’ah wa daf’ul madarat, yaitu menarik kemanfaatan dan 

menolak kemudaratan. Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya Asas-asas Hukum 
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Muamalah, mengemukakan prinsip-prinsip hukum muamalat diantaranya 

yaitu: 

1. Pada dasarnya segala bentuk mu‟amalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh al Qur‟an dan Sunnah. 

2. Mu‟amalah dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur 

paksaan. 

3. Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudarat dalam hidup manusia di masyarakat. 

4. Mu‟amalah dilaksanakan dengan memberikan nilai keadilan, menghindari 

unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
17

 

Adat kebiasaan dalam jual-beli juga mempunyai peran yang sangat 

penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara‟, kaidah 

hukum Islam menyatakan : 

“Adat istiadat (‘urf) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual-

beli dapat dijadikan sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut “: 

1. ‘Urf harus berlaku terus-menerus (untuk semua peristiwa tanpa terkecuali) 

atau kebanyakan berlaku (‘urf tersebut telah berlaku dalam kebanyakan 

peristiwa). 

2. ‘Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut yaitu yang 

berlaku pada waktu keluarnya nash, karena pengertian tersebut yang 

dikehendaki oleh syara‟. 
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3. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan ‘urf. Pemakaian ‘urf 

tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari 

syari‟at, sebab nash syara‟ harus dapat digabungkan dengan ‘urf tersebut 

dapat tetap dipakai.
18

 

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan 

mengakui adat atau tradisi yang baik di masyarakat selama tidak bertentangan 

dengan nash. Kedatangan Islam tidak menghapus keseluruhan tradisi yang 

telah berkembang di masyarakat, akan tetapi memilih secara selektif yang 

sesuai dengan ajaran Islam dan menghapuskan yang tidak sesuai dengan 

Islam.
19

 Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat 

istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana 

memenuhi syarat. 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan 

istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan konsep jual 

beli yang terdiri dari pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat-

syarat sah ijab kabul, macam-macam jual beli serta konsep ‘urf yang terdiri 

dari pengertian „urf, macam-macam ‘urf, keabsahan ‘urf menjadi landasan 
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hukum, syarat-syarat ‘urf untuk dapat dijadikan landasan hukum dan kaidah 

yang berlaku bagi ‘urf. 

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang didalamnya terdapat jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri 

dari gambaran umum Kabupaten Aceh Tamiang, praktik ‘urf di masyarakat 

Aceh Tamiang dalam urusan jual beli, persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap 

praktik ‘urf di masyarakat dalam urusan jual beli dan analisa penulis. 

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Jual Beli 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 

Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar 

barang dengan barang.
20

 Secara terminologi terdapat beberapa pengertian 

dari jual beli, yaitu: 

a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta 

dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara 

tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan 

semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul. 

b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta 

atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan.
21

 

c. Menurut ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan 

barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak 

milik.
22

 

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah 

pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual 

beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak 
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dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur‟an yang 

menjadi dasar hukum jual beli, yaitu: 

a. Al-Baqarah ayat 275 

 ََ ِي كُئُنَ  ٱلَّذ
ۡ
ْ يأَ ا َٰٔ ا يَلُٔمُ  ٱلرِّبَ ٍَ ِيلََ يَلُٔمُٔنَ إلَِذ نَ ُّ  ٱلَّذ َُ يَخَخَتذطُ يۡطََٰ ََ  ٱلشذ ٌِ

 ۡۚ سِّ ٍَ ۡ ا  ٱل ٍَ ْ إنِذ ٔٓا ُ ًۡ كاَل ُٓ نذ
َ
َٰلمَِ ةأِ ْ  ٌِثۡوُ  ٱلَۡۡيۡعُ ذَ ا َٰٔ خَوذ  ٱلرِّبَ

َ
ُ وَأ مَ  ٱلَۡۡيۡعَ  ٱللّذ ْۚۡ وخََرذ ا َٰٔ  ٱلرِّبَ

َ جَاءَٓهُ  ٍَ بِِّّ  ۥفَ َِ رذ ٌّ غِۡٔظَثٞ  ُّ  ٱُخَهََٰ فَ  ۦمَ مۡرُهُ  ۥفَيَ
َ
ا شَيَفَ وَأ هِ إلََِ   ٓۥٌَ َۡ عََدَ  ٱللّذ ٌَ وَ

صۡحََٰ 
َ
وْلََٰٓئمَِ أ

ُ
ونَ  ٱلنذارِ  بُ فأَ ا خََٰلُِِ َٓ ًۡ فيِ ُْ٢٧٥  

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.
23

 

b. Al-Baqarah ayat 198 

َۡ غَرَفََٰجٖ  ىيَۡسَ  ِ ٌّ فَضۡخًُ 
َ
ٓ أ ۚۡ فإَذَِا ًۡ بّلُِ َِ رذ ٌّ ْ فضَۡلَٗ  ن حبَۡخَغُٔا

َ
َِاحٌ أ ًۡ جُ غَيَيۡلُ

ْ فَ  َ  ٱذۡنُرُوا شۡػَرِ غِِدَ  ٱللّذ ٍَ ۡ َِ  ٱذۡنُرُوهُ وَ  ٱلَۡۡرَامِ   ٱل ٌّ ًۡ وَإِن نُِخًُ  َٰلُ دَى َْ ا  ٍَ نَ
ََ  ۦقَتۡيِِّ  ٍِ َ آىّيَِ ل   ١٩٨ ٱلضذ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak 

dari ´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. 

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
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ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum 

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. 
24

 

c. An-Nisa‟ ayat 29 

ا َٓ يُّ
َ
أ ََ  يََٰٓ ِي ِ  ٱلَّذ َِلًُ ة َٰىَلًُ ةيَۡ وَ ٌۡ َ

ْ أ ٔٓا كُيُ
ۡ
ْ لََ حأَ أ ُِ ٌَ ن حلَُٔنَ  ٱىۡبََٰطِوِ ءَا

َ
ٓ أ إلَِذ

ۚۡ إنِذ  ًۡ ُفُصَلُ
َ
ٔٓاْ أ ۚۡ وَلََ تَلۡخُيُ ًۡ ِِلُ ٌّ َ حجََِٰرَةً غََ حرََاضٖ  ا  ٱللّذ ٍٗ ًۡ رخَِي   ٢٩كََنَ ةلُِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
25

 

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi SAW. ketika ditanya tentang 

usaha apa yang baik beliau menjawab: 

ًِ  خَدِيدُ  َِ  خَهِي ُّ  الَلُّّ  رضََِ  خِزَامٍ  ةْ َِ  : عَِْ ًَ  غَيَيِّْ  الَلُّّ  صَلَّ  النَّبِِّ  غَ  كَالَ  وشََيَّ

ا ةاِلْْيَِارِ  الَْۡيِّػَانِ  ٌَ  ًْ َ َِا صَدَكاَ فإَنِْ  يَخَفَرَّكاَ ل ا ةُٔركَِ  وَبَيَّ ٍَ ُٓ َ ا فِ  ل ٍَ ِٓ  آذََةاَ وَإِنْ  بَيػِْ
ا ٍَ ا ةرََآةَُ  مُُقَِ  وَآتََ ٍَ ِٓ  بَيػِْ

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi SAW. 

bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka 

belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan 

mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah 

dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan 

mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual 

belikan akan terhapus keberkahannya”. (HR. Ahmad)
26

 

Maksudnya yaitu jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan, sehingga mendapat berkah dari Allah. Dan ulama‟ sepakat 
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bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan 

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun 

demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, 

harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
27

 

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan 

hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.
28

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada 

beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal 

tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa 

rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka hal yang 

paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan 

kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di 

situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, 

pasti ditemukan hal-hal yang tekait dengannya, seperti para pihak yang 

berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.
29

 

Ijab, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang 

menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu 

pihak, baik dari penjual seperti kata bi‟tu (saya menjual) maupun dari 
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pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “saya ingin 

membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah apa yang 

diakadkan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang 

dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan. Namun 

ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang 

yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul 

adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun 

dinyatakan lebih awal dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual 

maupun pembeli. 
30

 

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual 

beli itu ada empat, yaitu: 

a. Ada orang yag berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli). 

b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul). 

c. Ada barang yang dibeli. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.
31

 

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat yang berakad 

1) Berakal 

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad 
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itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun 

mendapat izin dari walinya. 

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

Artinya seseoarang tidak dapt bertindak dalam waktu yang 

bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli. 

b. Syarat sah ijab dan qabul 

Syarat sah ijab-qabul adalah sebagai berikut: 

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 

2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
32

 

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik 

yang sama.
33

 

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma’qud ‘alaih) 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

sebagai berikut: 

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 

bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak 

bermanfaat bagi muslim. 
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3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di 

laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum 

dimilki penjual. 

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

desepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
34

 

d. Syarat nilai tukar (harga barang) 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih 

membedakan antara al-tsaman dan al-si’r. Menurut mereka al-tsaman 

adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, 

sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang seharusnya diterima para 

pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua 

harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang 

dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para 

pedagang adalah al-tsaman. Para ulama fiqih mengemukakan syarat 

al-tsaman sebagai berikut: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 
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3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti 

babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam 

pandangan syara’.
35

 

3. Syarat-Syarat Sah Ijab Kabul (Shighat) 

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “saya jual barang ini 

sekian”, sedang qabul artinya kata si pembeli, misalnya: “saya terima 

(saya beli) dengan harga sekian”. Syarat sah ijab qabul:
36

 

a. Jangan ada yang membatas/memisahkan, misalnya pembeli diam saja 

setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. 

b. Jangan disela dengan kata-kata lain. 

c. Jangan berta‟liq, yaitu seperti kata penjual: “aku jual sepeda motor ini 

pada saudara dengan harga Rp. 110.000,- setelah kupakai sebulan 

lagi”. 

d. Jangan pula memakai jangka waktu, yakni seperti katanya: “aku jual 

sepeda ini dengan harga Rp. 10.000,- kepada saudara dalam waktu 

sebulan/seminggu dan sebagainya. 

Menurut jumhur ulama jual beli dianggap sah karena adanya 

kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 

Ada beberapa jual beli yang tidak sah karena beberapa hal, yaitu:
37
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a. Jual beli mu‟athah, jual beli tanpa ijab qabul hanya dengan 

kesepakatan kedua pelaku akad. 

b. Jual beli dengan tulisan (surat menyurat). 

c. Jual beli orang bisu dengan isyarat. 

d. Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad. 

e. Jual beli dengan ijab qabul yang tidak sesuai. 

f. Jual beli yang disandarkan pada syarat atau waktu. 

4. Macam-Macam Transaksi Jual Beli 

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut 

hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku 

jual beli. 

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) 

jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda 

yang tidak ada.
38

 

a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual 

beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh 

dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual 

beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah 

untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan 
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barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya 

ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan 

hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan 

ketika akad. 

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli 

yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih 

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian 

atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah 

satu pihak.
39

 

Ada beberapa macam transaksi jual beli yang dilarang oleh agama, 

tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual 

beli tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 

setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang 

berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila 

orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini 

tidak apa-apa. 

b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperi seseorang 

berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 
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dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan 

menyakitkan orang lain. 

c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 

harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar 

orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. 

d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: 

“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja 

kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.
40

 

B. Konsep ‘Urf 

1. Pengertian „Urf 

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik 

dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah ‘urf berarti : Sesuatu yang 

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan 

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau 

perkataan.
41

 Istilah „urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian 

istilah al-‘adah (adat istiadat). Contoh ‘urf berupa perbuatan atau 

kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan 

sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang 

dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. 
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‘Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan 

selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan. „Urf dan Adat 

dalam pandangan ahli syari‟at adalah dua kata yang sinonim (taraduf) 

berarti sama. Contoh ‘urf perbutan, ialah kebiasaan orang melakukan jual 

beli daging saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab 

qabul, kebiasaan bahwa si isteri belum diserahkan kepada suaminya 

sebelum isteri menerima sabagian maharnya.
42

 

‘Urf berbeda dengan ijma’ disebabkan karena ‘urf itu dibentuk dari 

kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. 

Sedang ijma’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para 

mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan ijma’ itu.
43

 

2. Macam-Macam ‘Urf 

‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, terbagi 2 

macam, yaitu: 

a. Al-’urf al-‘Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas 

dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang 

berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah 

haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan 

talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan 

sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa kadar air yang 

digunakan. 
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b. Al-’urf Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang 

berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan 

masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada 

kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak 

penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.
44

 

Disamping pembagian diatas, ‘urf dibagi pula kepada: 

a. ‘Urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘Urf yang 

bertentangan dengan nash qath’iy. 

b. ‘Urf yang shahih (baik/benar). ‘Urf yang kedua ini bisa diterima dan 

dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.
45

 

3. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum 

‘Urf ditinjau dari ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua: 

a. ‘Urf shahih yaitu yang tidak menyalahi nash tidak menghilangkan 

maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah seperti: kebiasaan 

mewaqafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan 

menangguhkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya 

pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar. 

b. ‘Urf fasid ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara‟, 

menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, 

seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau 

riba. 
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Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) 

untuk dijadikan landasan hukum.
46

 

4. Syarat-Syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf 

yang bisa dijjadikan landasan hukum, yaitu: 

a. „Urf itu harus termasuk„urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan 

dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasan di satu 

negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak 

dari pihak pemilik atau pemberi amanah. Kebiasaan ini dapat dijadikan 

pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. 

b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. 

c. „Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan pada „urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil 

kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu 

hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan 

punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus 

diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan 

pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf 

terjadi misalnya harus punya ijazah. 

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak „urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad 
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telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku 

umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan „urf. 

Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat, istri belum boleh 

dibawa suaminya dari rumah orang tuanya sebelum melunasi 

maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat 

bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada 

persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.
47

 

5. Kaidah Yang Berlaku Bagi ‘Urf 

Di terimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi 

peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping 

banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode 

lainnya seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah yang dapat di 

tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa 

hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan 

berubah bilamana ‘urf  itu berubah. Inilah yang di maksud oleh para 

ulama‟, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak 

diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan 

tempat “ الأحكام بتغييرالأزمان  والأمكنت تغيير ” maksud ungkapan ini adalah 

bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat 
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istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu 

berubah.
48 

Ada beberapa kaidah Fikhiyyah yang berhubungan dengan ‘urf, 

diantaranya adalah: 

a. Adat itu adalah hukum ( المحكمت العادة ) 

b. Apa yang telah ditetapkan oleh syara‟ secara umum tidak ada 

ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, 

maka ia dikembalikan pada ‘urf Abdul Hamid Hakim mendasarkan 

dua kaidah atas ayat: 

911 الأعراف) الجاهليه أمربالعرفواعرضعنا ) 

“Suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf serta berpalinglah dari 

orang bodoh”. 

c. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan 

zaman dan tempat ( والأمكنت بتغيرالأزمنت لاينكرتغيرالأحكام ) 

d. Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat 

( شرطا كالمشروط عرفا المعروف ) 

e. Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui nash 

( بالناص كالثابت بالعرف الثابت ) 

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang 

dietapkan melalui Al Qur‟an dan Sunnah akan tetapi hukum yang 

ditetapkan melalui ‘urf  itu sendiri.
49
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan dengan 

cara mencari data langsung di lapangan tentang persepsi ulama Aceh Tamiang 

terhadap praktik ’urf di masyarakat dalam urusan jual beli. Untuk memperoleh 

data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode 

penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat 

diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari 

penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan 

teori dan menggambarkan secara kompleks.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif dan filosopis. Pendekatan normatif digunakan untuk 

mengetahui kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia 

yang dianggap pantas serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan 

permasalahan tersebut, sedangkan pendekatan filosopisnya digunakan untuk 

mengetahui persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik ’urf di masyarakat 

dalam urusan jual beli. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
50

 Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Peneliti mewawancarai 10 orang informan yang menjadi 

narasumber penelitian untuk mengetahui praktik „urf di masyarakat Aceh 

Tamiang dalam urusan jual beli dan persepsi ulama Aceh Tamiang 

terhadap praktik ‟urf di masyarakat dalam urusan jual beli. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung 

tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain maupun dokumen.
51

 Dalam 

penelitian ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan hasil 

penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam 

penelitian ini. 

D. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada 6 (enam) orang Ulama di Aceh 

Tamiang, 2 (dua) orang masyarakat selaku pembeli dan 2 (dua) orang 

masyarakat selaku penjual untuk mengumpulkan data terkait praktik ’urf 

di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli. Cara ini dipilih 

karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak dan valid 

mengenai pihak-pihak yang dapat dijadikan informan. 

2. Observasi 

Observasi penelitian dalam hal ini adalah penulis mengumpulkan data 

dengan cara mengamati langsung obyek datanya. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen 

yang ada hubungannya dengan praktik ’urf di masyarakat Aceh Tamiang 

dalam urusan jual beli. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan 

jenis data yang sudah dibahas sebelumnya.  

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-

kalimat (deskritif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari 

analisis praktik ’urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli, yang 

dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil 

analisis ditarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu cara berpikir yang 



didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu 

kesimpulan bersifat khusus. 

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan: 

1. Analisis data sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk di lapangan. 

2. Analisis data selama di lapangan 

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang 

diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah data terkumpul, kemudian 

data diolah dan dianalisis dengan memberikan deskripsi terhadap obyek 

yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang persepsi ulama Aceh Tamiang 

terhadap praktik ’urf di masyarakat dalam urusan jual beli. 

 

 

 

 



BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang 

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah 

"Tamiang" berasal dari kata Da Miang. Sejarah menunjukkan tentang 

eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian ada riwayat 

dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei 

Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama. Daerah ini 

juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda 

Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini 

mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Aceh atas 

wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu. 

Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya 

berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga 

barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Di 

samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. 

Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya 

kawasan ini khususnya Kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap 

berjalan.  

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, 

meski jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga 
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merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, 

Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang 

strategis, dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena 

kabupaten ini dialiri dua sungai besar yakni Sungai Tamiang (yang terpecah 

menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy. Kabupaten 

Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan 

perdagangan. 

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa tempat wisata yang 

hingga saat ini perlu penataan yang serius dan dikelola dengan baik. Air 

Terjun Tujuh Tingkat, Bendungan, Gua Walet, Pantai Seruway adalah 

beberapa contoh tempat wisata di Aceh Tamiang yang perlu mendapatkan 

perhatian untuk dapat dikelola menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur 

dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang banyak bermukim etnis 

Melayu (60%). Walaupun dalam jumlah populasi suku Jawa (20%) lebih 

banyak dibandingkan dengan etnis Melayu, namun dalam pemerintahan orang 

Melayu lebih dominan. Selain kedua etnis tersebut, suku Aceh (15%) juga 

banyak dijumpai di kabupaten ini.  

B. Praktik ‘Urf di Masyarakat Aceh Tamiang dalam Urusan Jual Beli 

Dari hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli pada 

masyarakat Aceh Tamiang dapat diketahui bahwa praktik „urf yang difahami 

dan dipraktekkan oleh masyarakat Aceh Tamiang adalah sebagaimana yang 

dituturkan oleh para informan berikut ini: 



1. Penjual  

Abdul Muttaqien yang merupakan pedagang (grosir) di pajak Kuala 

Simpang menuturkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah jual barang 

dan beli barang. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu 

menurutnya adalah jual dan beli barang atas dasar sama-sama suka atau 

sama-sama rela. Bapak Abdul Muttaqien tidak mengetahui tentang ijab 

dan qabul dalam urusan jual beli dan tidak mengetahui bahwa salah satu 

rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighat (lafal ijab dan 

qabul). Pernah melaksanakan ijab atau qabul dalam urusan jual beli, tapi 

tidak selalu mengucapkan. Saya tidak mengetahui bahwa sebagian besar 

penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan kabul, ketika 

melaksanakan jual beli di pasar tradisional atupun di pasar modern. Bapak 

Abdul Muttaqien pernah mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan 

qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, dengan cara 

menanyakannya kepada tengku di masjid pasar, namun menurut tengku 

tersebut jual beli yang dilakukannya selama ini boleh atau sah walaupun 

tanpa ijab qabul. Menurut pandangan Bapak Abdul Muttaqien, prakti „urf 

(kebiasaan) di masyarakat yang melaksanakan jual beli tanpa adanya 

sighat (lafal ijab dan qabul) adalah kurang baik.
52

 

Ibu Maryaton yang merupakan pedagang sayuran di Pekan Seruway 

menuturkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah menjual sesuatu barang 

seperti sayur dan dibeli atau dibayarkan dengan uang seharga sayuran 
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tersebut. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu adalah 

melaksanakan jual beli barang yang halal untuk dikonsumsi serta tidak 

boleh menjual barang yang haram menurut agama Islam. Ijab dan qabul 

dalam urusan jual beli adalah mengucapkan kata-kata saya jual (bagi 

penjual) dan mengucapkan kata beli (bagi pembeli). Ibu Maryaton 

mengetahui bahwa salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah 

adanya sighat (lafal ijab dan qabul). Terkadang saya melaksanakannya, 

namun lebih banyak tidak dilakukan karena pembeli jarang 

mengucapkannya, biasanya pembeli hanya membalas dengan senyuman. 

Saya mengetahui bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak 

melaksanakan ijab dan kabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar 

tradisional atupun di pasar modern. Ibu Maryaton belum pernah mencari 

tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli yang sah 

menurut hukum Islam, namun pernah mengetahui hal tersebut dari 

orangtuanya. Jika sighat (lafal ijab dan qabul) dalam pelaksanaan transaksi 

jual beli memang harus ada, maka sebaiknya pemerintah ataupun ulama 

ataupun tengku-tengku memberitahukannya kepada masyarakat terutama 

di pasar-pasar yang merupakan tempat berjual beli.
53

 

2. Pembeli  

Ibu Nursa‟adah merupakan pembeli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri 

Sipil di Puskesmas Kuala Simpang menuturkan bahwa menurutnya jual 

beli itu adalah transaksi yang dilakukan dengan pertukaran antara barang 
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dengan uang. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu 

menurutnya adalah melakukan transaksi jual beli barang yang tidak 

diharamkan dalam agama Islam. Ibu Nursa‟adah tidak mengetahui tentang 

ijab dan qabul dalam urusan jual beli dan tidak mengetahui bahwa salah 

satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighat (lafal ijab 

dan qabul). Saya tidak melaksanakan ijab atau qabul ketika membeli 

barang, karena biasanya ya seperti itu. Ibu Nursa‟adah tidak mengetahui, 

bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan 

kabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar tradisional atupun di pasar 

modern. Saya belum pernah mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan 

qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, namun nanti 

saya akan menanyakan permasalahan ini kepada ulama di Kampung saya. 

Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai hal ini agar transaksi jual beli 

sah secara Islam.
54

 

Bapak Rudianto merupakan pembeli yang sehari-hari bekerja sebagai 

karyawan pada salah satu perkebunan swasta menuturkan bahwa 

menurutnya jual beli itu adalah transaksi yang dilakukan dengan 

pertukaran antara barang dengan uang. Melaksanakan transaksi jual beli 

secara islami itu menurutnya adalah melaksanakan jual dan beli barang-

barang yang halal (tidak haram) berdasarkan ajaran agama Islam. Ijab dan 

qabul dalam urusan jual beli adalah ucapan (menyebutkan barang yang 

dijual dan barang yang dibeli) dalam transaksi. Bapak mengetahui bahwa 
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salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighat 

(lafal ijab dan qabul) dan pernah melakukannya, namun jarang 

melaksanakan ijab atau qabul dalam urusan jual beli, karena hampir setiap 

penjual barang tidak menyebutkan barang yang dijualnya, karena sudah 

sama-sama tahu. Ya, saya mengetahui, bahwa sebagian besar penjual dan 

pembeli tidak melaksanakan ijab dan kabul, ketika melaksanakan jual beli 

di pasar tradisional atupun di pasar modern. Bapak Rudianto belum pernah 

mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli 

yang sah menurut hukum Islam, namun pernah mendengar atau 

mendapatkan informasi mengenai keharusan mengucapkan ijab dan qabul 

dalam urusan jual beli. Menurut pandangan Bapak Rudianto, praktik „urf 

(kebiasaan) di masyarakat yang melaksanakan jual beli tanpa adanya 

sighat (lafal ijab dan qabul) harus diperbaiki agar setiap orang yang 

melakukan transaksi jual beli khususnya di Provinsi Aceh yang 

menetapkan Syariat Islam melaksanakan praktik jual beli sesuai dengan 

hukum-hukum dan kaidah-kaidah agama Islam.
55

 

C. Persepsi Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik ‘Urf di Masyarakat 

dalam Urusan Jual Beli 

Hasil wawancara dengan 6 orang ulama di Kabupaten Aceh Tamiang 

yang menjadi informan terkait persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik 

‟urf di masyarakat dalam urusan jual beli yang menjadi informan dalam 
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penelitian ini adalah sebagaimana yang dituturkan oleh para informan berikut 

ini: 

1. Bapak Ilyas Mustawa 

Bapak Ilyas Mustawa merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama 

(MPU) Kabupaten Aceh Tamiang menuturkan bahwa jual beli itu adalah 

tukar menukar barang.  

Urf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bersifat 

umum. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada 

beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal-hal yang 

diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan 

mengikat yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul 

(ungkapan menjual dari penjual). Ijab dan qabul harus ada pada setiap 

transaksi dalam ukuran tertentu. Jika seorang muslim melakukan transaksi 

jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka tidak sah jual belinya. Cara 

melaksanakan ijab qabul ketika membeli (minum) kopi di warung kopi 

adalah dengan membayar dahulu baru berarti memiliki barangnya. Ijab 

dan qabul harus berdampingan. Takutnya apabila Cuma terjadi ijab saja, 

barang yang sudah kita beli terjadi cacat di belakang hari, maka takutnya 

si penjual tidak mengakuinya apakah ia telah menjual atau tidak barang 

tersebut. Menurut Bapak Ilyas Mustawa, pada keadaan zaman sekarang, 

dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab 

dan kabul sebaiknya mengucapkan ijab dan qabul dalam jumlah tertentu. 

Dalam jual beli, si penjual dan si pembeli tidak disyaratkan muslim dan 

non muslim sebagai kita seorang muslim, dimaknakan kepada si penjual, 

lalu si pembeli menurut kami dalam tunai sekian harus ada akad, maka 

kita tetap berakad. Paling tidak kita sebut dan bapak mau bersaksi ketika 

suatu saat terjadi persoalan hukum bahwa bapak sudah menjual barang 

kepada saya. Ya sudah menjual barang ini kepada bapak. Hal tersebut 

sudah dilakukan ijab. Saya beli sejumlah barang ini seharga sekian kepada 

bapak kalau penjualnya non muslim maka qabulnya harus lengkap, tidak 

boleh saya beli, karena mereka tidak mengerti syariat Islam, maka harus 

dijabarkan. Kita beritahu cara syariat Islam kita kepada non muslim 

bahwasanya dalam jual beli harus ada ijab dan qabul, agar mereka 

mengetahui atau menyetujui jual beli atau akad yang dilakukan oleh 

seorang muslim, agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap penjual dan 

pembeli apabila ada barang yang cacat. Yang harus dilakukan ulama, 

tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi 

jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang 



melaksanakan syariat Islam adalah sosialisasi penyuluhan kepada 

masyarakat awam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli, kemudian 

berdakwah.
56

 

2. Bapak M. Ikhsan 

Bapak M. Ikhsan merupakan anggota MPU yang beralamat di Kampung 

Durian menuturkan bahwa jual beli itu adalah akad, kesepakatan si penjual 

dan si pembeli.  

„Urf adalah kebiasaan dalam masyarakat/adat yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai salah satu bentuk transaksi, 

dalam jual beli harus ada ijab dan qabul dari barang yang dijual. Setiap 

bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab maka 

tidak sah jual belinya. Seorang muslim yang melakukan transaksi jual beli 

tanpa adanya ijab dan qabul tidak sah. Seharusnya kita beli dulu baru 

memiliki jika membeli (minum) kopi di warung kopi. Jika seorang muslim 

hanya melakukan ijab saja tanpa adanya qabul atau melakukan qabul saja 

tanpa adanya ijab maka tidak sah jual belinya. Menyikapi keadaan pada 

zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli 

tanpa adanya ijab dan kabul, maka sebaiknya kalau membeli barang yang 

kecil-kecil tidak apa-apa tidak memakai ijab qabul, tapi dalam ukuran 

yang besar harus memakai ijab dan qabul. Nominal yang harus dilakukan 

ijab dan qabul harus di atas Rp. 50.000,- harus memakai ijab dan qabul. 

Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual 

ataupun pembeli yang non muslim, maka si pembeli ataupun si penjual 

yang non muslim tidak perlu ijab qabul, namun pembeli atau penjual yang 

muslim perlu melakukan ijab atau qabul. Ijab dan qabul itu salah satu/dua 

si pembeli/penjual yang mengucapkannya itu sudah sah, saya jual barang 

itu, lalu dijawab penjual ia saya beli ya. Baru sah jual belinya. Yang tidak 

sah sama-sama si pembeli mengucapkan ya dan si penjual mengucapkan 

ya tidak jelas apa yang di iyakan. Seorang muslim yang melakukan bentuk 

transaksi jual beli walaupun dengan orang yang non muslim tetap 

memakai ijab qabul. Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah harus 

membuat pertemuan, merencanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui 
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pengajian, agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, 

khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam.
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3. Bapak Ridwan Ali 

Bapak Ridwan Ali merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa 

Perdamaian menuturkan bahwa jual beli itu adalah ada barang, ijab, qabul, 

pembeli dan penjual. 

„Urf merupakan yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu 

bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada ijab, qabul, penjual, pembeli 

dan barang. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul, kalau 

tidak ada ijab qabul, maka tidak sah jual belinya. Seperti jual beli rumah, 

apabila tidak memiliki ijab qabul maka hukumnya tidak sah. Seharusnya 

kita beli dulu baru kita miliki barang tersebut. Jika seorang muslim hanya 

melakukan ijab saja tanpa adanya qabul atau melakukan qabul saja tanpa 

adanya ijab maka tidak sah jual belinya. Menyikapi keadaan pada zaman 

sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa 

adanya ijab dan kabul. Kalau membeli barang yang kecil tidak apa-apa 

tidak memakai ijab qabul, tapi dalam ukuran yang besar harus pakai ijab 

qabul. Nominal yang harus ijab qabul harus di atas Rp. 50.000,- Sebagai 

seorang muslim, kita tetap melakukan yaitu ijab qabul dalam melakukan 

jual beli. Sebagai seorang muslim tetap mengucapkan ijab qabul, 

setidaknya kita sudah melakukan hukum muamalah, walaupun seorang 

non muslim tidak menjawabnya. Yang harus dilakukan ulama, tokoh 

masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual 

beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan 

syariat Islam adalah memberi banyak pengarahan kepada masyarakat 

terutama akad jual beli.
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4. Bapak T. Abdul Khadir Yusuf 

Bapak T. Abdul Khadir Yusuf merupakan anggota MPU yang beralamat 

di Desa Tualang Cut menuturkan bahwa jual beli itu adalah suatu 

keperluan barang dalam jual beli ada penjual dan pembeli. 

„Urf merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Sebagai salah satu 

bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada ijab qabul agar akadnya 

dianggap sah dan mengikat. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab 

qabul dan apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa 

adanya ijab dan qabul maka tidak sah. Cara melaksanakan ijab qabul 

ketika kita membeli (minum) kopi di warung kopi adalah mengucapkan 

terima kasih atas kopi yang diminum dengan seharga yang disepakati. 

Apabila kita membeli barang, maka kita ucap saya beli sampai 3 kali dan 

si penjual diam saja, maka si pembeli sudah terlepas dari jual beli tersebut. 

Mengenai keadaan pada zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang 

melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan kabul yang sudah menjadi 

kebiasaan, jadi mereka melupakannya karena rendahnya ilmu agama, jadi 

sudah terbiasa memberi uang lalu pergi. Itulah yang terjadi, sekarang 

sebenarnya mereka tahu, tetapi tidak melakukannya. Pada saat melakukan 

transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual ataupun pembeli yang non 

muslim, maka sebagai seorang muslim tidak ada kewajiban tetap 

melaksanakan ijab atau qabul, namun mengucapkannya itu mubah. Yang 

harus dilakukan seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual 

beli dengan orang yang non muslim, maka kita seorang muslim melakukan 

ijab qabul. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah 

agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya 

di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam adalah 

memberikan pemahaman kepada masyarakat.
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5. Bapak Hasri Fuddin 

Bapak Hasri Fuddin merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa T. 

Seumentok menuturkan bahwa jual beli itu harus ada akad, kesepakatan 

kedua belah pihak dan suka sama suka. 
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„Urf berlaku umum pada masyarakat. Sebagai salah satu bentuk 

transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap 

sah dan mengikat. Hal-hal yang diperlukan dalam melakukan jual beli agar 

akadnya dianggap sah dan mengikat adalah harus ada penjual, pembeli, 

ijab dan qabul, barang, akad serah terima, ijab dan qabul adalah syarat sah 

akad. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul. Jika seorang 

muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka 

secara hukum tidak sah, kecuali ada tertentu barang-barang yang tidak 

perlu ijab qabul, yaitu 1 kg gula, 1 bambu beras. Tapi jual beli barang 

sesuai akad jual beli harus ada ijab qabul. Benda yang kita beli, akan kita 

miliki setelah kita bayar. Jual beli sebenarnya tidak sah apabila tidak ada 

ijab qabul. kalau barangnya sedikit, itu tidak disyaratkan ijab qabul seperti 

membeli 1 kg gula, tetapi apabila barang yang disahkan ijab dan qabul 

maka harus melakukan ijab dan qabul. Ijab qabul tidak mesti dengan 

syarat muslim dengan muslim atas nama saya jual saya beli itu sudah jadi 

ijab qabul dan tidak bersyarat muslim dua-duanya. Yang harus dilakukan 

seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual beli dengan orang 

yang non muslim, kita sebagai seorang muslim harus mengucapkan ijab 

qabul. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah 

agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya 

di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam adalah perlu 

satu kajian dan penalaran membuat pertemuan dan penjelasan tentang 

Islam dan MPU bisa bekerjasama dengan syariat Islam, Dinas Sosial yang 

terkait.
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6. Bapak M. Yunus 

Bapak M. Yunus merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa 

Sekerak menuturkan bahwa jual beli itu harus ada barang yang jelas, ijab 

dan kabul serta penjual dan pembeli. 

„Urf berlaku merupakan kebanyakan yang berlaku di masyarakat, 

yaitu kebiasaan. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus 

ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal-hal yang 

diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan 

mengikat harus menggunakan ijab dan qabul. Jika seorang muslim 

melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka tidak sah 

jual belinya. Cara melaksanakan ijab qabul ketika kita membeli (minum) 

kopi di warung kopi adalah kita bayar dahulu baru kita makan/minum. 
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Apabila dalam transaksi cuma melakukan ijab saja atau sebaliknya maka 

jual belinya dianggap tidak sah. Mengenai keadaan pada zaman sekarang, 

dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab 

dan kabul. Contohnya: berbelanja di super market, indomaret, alfamart dll. 

Bisa dilakukan ijab qabul, tetapi mereka yang belum mengerti seharusnya 

melakukan ijab dan qabul misalnya dengan sejumlah uang Rp. 200.000,- 

saya beli dan saya jual. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang 

terdapat penjual ataupun pembeli yang non muslim, apakah kita sebagai 

seorang muslim tetap melaksanakan ijab atau qabul ? ya, seorang muslim 

harus tetap melakukan ijab dan qabul. Yang harus dilakukan seorang 

muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual beli dengan orang yang 

non muslim adalah sebagai seorang muslim, kita harus melakukan ijab 

qabul, seperti membeli barang seharga sekian, kemudia dia mengucapkan 

jual berarti sudah memadai, tetapi apabila dia diam saja, maka kita sudah 

lepas dari hal jual beli tersebut, paling tidak kita yang beragama Islam 

sudah terlepas dari hukum muamalah. Yang harus dilakukan ulama, tokoh 

masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual 

beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan 

syariat Islam adalah setidaknya orang Islam itu harus belajar lebih dalam 

tentang apa itu jual beli agar tidak sembarangan melakukan aktivitas jual 

belinya.
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D. Analisa Penulis 

Masyarakat Aceh Tamiang baik penjual maupun pembeli masih 

banyak yang belum mengetahui bahwa dalam transaksi jual beli harus ada ijab 

dan qabul. Masyarakat Aceh Tamiang sudah terbiasa tidak menyatakan serah 

terima (ijab dan kabul) ketika berbelanja ataupun melakukan transaksi jual 

beli. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Tradisi ataupun 

kebiasaan yang sudah berjalan lama tersebut bisa saja terjadi karena 

masyarakat lebih mengedepankan hukum yang berlaku di Indonesia. 
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Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, 

hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik 

perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda 

karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan 

dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie).  

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 (ketentuan 

umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain 

membayar harga yang telah di janjikan. Dalam Pasal 1458 KUHPerdata 

(ketentuan umum tentang jual beli), jual beli itu dianggap telah terjadi antara 

kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat 

tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum di bayar. Pasal 1513 KHUPerdata 

(tentang Kewajiban si Pembeli) disebutkan bahwa Kewajiban utama si 

pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat 

sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1491 KUHPerdata (Tentang 

Kewajiban-Kewajiban si Penjual) disebutkan bahwa penanggungan yang 

menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua 

hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tenteram, 

kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau 

yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian. 

Dari beberapa pasal yang disebutkan di atas mengenai jual beli 

(KUHPerdata) menurut hukum yang berlaku di Indonesia dapat diketahui 



bahwa jual beli dianggap sah jika si penjual (pemilik benda bersedia menjual 

benda tersebut) dan si pembeli (orang yang ingin memiliki benda tersebut) 

melakukan pertukaran (harga) dengan alat pembayaran yang sah yang berlaku 

di Indonesia.  

Undang-undang tidak mewajibkan ijab dan qabul dalam jual beli di 

wilayah hukum Indonesia. Hal inilah yang mungkin melatarbelakangi 

masyarakat di Aceh Tamiang tidak melakukan ijab qabul dalam jual beli. 

Karena menurut mereka barang yang diperjualbelikan tersebut sudah legal 

menurut hukum di Indonesia, jika dilakukan dengan harga yang telah 

disepakati.  

Namun sebagai seorang muslim, dituntut untuk melakukan jual beli 

sesuai syariat Islam. Bukannya harus mengikuti ajaran yang bukan Islam. 

Allah SWT berfirman: 

 َۡ ِ تَيۡجَ  وَىئَ
َ
ََ ٱأ ِي ْ  لَّذ أ وحُ

ُ
ُجَ ةخَِاةعِٖ  ىۡهِتََٰبَ ٱأ

َ
ٓ أ ا ٌَ ْ كتِۡيَخَمَۚۡ وَ أ ا حتَػُِ ذٌ ةلُِوِّ ءَايثَٖ 

 َِ ِ ً ةخَِاةعِٖ كتِۡيثََ بَػۡضٖٖۚ وَىئَ ُٓ ا بَػۡضُ ٌَ ۚۡ وَ ًۡ ُٓ تَػۡجَ ٱكتِۡيَخَ ا جَاءَٓكَ  تذ ٌَ َۢ بَػۡدِ  ِ ٌّ  ً ُْ اءَٓ َٔ ْۡ َ
أ

 ََ ًِ ٱٌِ ََ  ذٗاإُِذمَ إِ  ىۡػِيۡ ٍِ ذ ٍِيَ ٱل َٰيِ   ١٤٥ ىظذ

Artinya : Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang 

(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), 

semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, 

dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian 

merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan 

sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah 

datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu -- kalau begitu -- 

termasuk golongan orang-orang yang zalim (Al Qur’an Surat Al 

Baqarah ayat 145)
62
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Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika seorang 

muslim mengikuti cara-cara yang dilakukan (non muslim) termasuk dalam hal 

bertransaksi, berarti orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang 

zalim. 

Oleh sebab itu, setiap muslim harus memperbanyak ilmu 

pengetahuannya agar mengetahui bagaimana cara melakukan jual beli yang 

sesuai dengan syariah Islam. Apalagi bagi muslim yang tinggal di Provinsi 

Aceh yang menjalankan syariat Islam, sebaiknya menjunjung tinggi nilai-nilai 

keIslaman dalam kehidupannya. Mengenai pentingnya ilmu, Allah SWT 

berfirman: 

ا َٓ يُّ
َ
أ ََ ٱ يََٰٓ ِي ْ فِ  لَّذ أ دُ ًۡ تَفَصذ ْ إذَِا قيِوَ ىَلُ ٔٓا ُِ ٌَ جََٰيسِِ ٱءَا ٍَ ۡ ْ ٱفَ  ل أ ُ ٱيَفۡصَحِ  فۡصَدُ  للّذ

ه وَإِذَا قيِوَ  ًۡ ْ ٱىَلُ وا ْ ٱفَ  نشُُُ وا ُ ٱيرَۡفَعِ  نشُُُ ََ ٱ للّذ ِي ًۡ وَ  لَّذ ٌِِلُ أْ  ُِ ٌَ ََ ٱءَا ِي أْ  لَّذ وحُ
ُ
ًَ ٱأ  ىۡػِيۡ

ُ ٱدَرَجََٰجٖٖۚ وَ  ئُنَ خَتيِرٞ  للّذ ٍَ ا تَػۡ ٍَ ِ   ١١ة

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(Al Qur’an Surat Al 

Mujadilah ayat 11)
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Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT akan 

meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam hal 

ini, banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat Aceh Tamiang untuk 

meningkatkan pengetahuannya, seperti membaca, mengikuti pengajian dan 
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bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang tertentu khususnya agama 

Islam (ulama). 

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber 

dalam istinbath hukum, menyatakan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya 

tidak ditemukan nash dari kitab (Al Qur‟an) dan Sunnah (hadits). Apabila 

suatu ‘urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan 

masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan 

semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak 

(mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan nash-nash 

yang pasti (qath’iy), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari‟at. Karena 

kehadiran syari‟at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid 

(berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah 

tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan 

malah diberi legitimasi.  

Keseluruhan ulama Aceh Tamiang memiliki persepsi yang sama 

terhadap praktik „urf di masyarakat dalam urusan jual beli, yaitu harus 

diperbaiki, terutama pada barang yang harganya minimal Rp. 50.000,-. Setiap 

penjual ataupun pembeli sebaiknya melakukan ijab qabul, walaupun kepada 

penjual ataupun pembeli non muslim, setidaknya bagi penjual ataupun 

pembeli yang muslim harus menyebutkan ijab atau qabul agar terlepas dari 

hukum muamalah. 

Berdasarkan pendapat ulama yang menyebutkan setiap transaksi 

dengan harga Rp. 50.000,- ke atas harus melakukan ijab kabul, penulis 



berasumsi bahwa hal ini dikarenakan jumlah uang transaksi tersebut dianggap 

telah memenuhi nominal terkecil dalam jual beli. Sedangkan mengenai 

pendapat ulama yang menyebutkan setiap transaksi dengan harga di bawah 

Rp. 50.000,- boleh tidak melakukan ijab kabul, penulis berasumsi bahwa hal 

ini dikarenakan jumlah uang transaksi tersebut dianggap belum memenuhi 

nominal terkecil dalam jual beli. Yang dimaksud nominal terkecil jual beli 

dalam permasalahan ini adalah jumlah uang minimal yang dibelanjakan ketika 

seseorang berbelanja ke pasar. 

Adapun alasan para ulama yang memakai „urf dalam menentukan 

hukum antara lain: 

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan 

kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan 

keluarga dalam pembagian waris. 

2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, 

ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang. 

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam 

pemakaian „urf, antara lain: 

a. „Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang 

ada. 

b. „Urf tidak boleh dipakai bila mengenyampingkan kepentingan umum. 



c. „Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan 

atau kerusakan.
64

 

Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

ulama sepakat perlu satu kajian dan penalaran membuat pertemuan untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat melaksanakan 

transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang 

melaksanakan syariat Islam. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai Persepsi Ulama Aceh Tamiang 

Terhadap Praktik ’Urf Di Masyarakat Dalam Urusan Jual Beli dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Umumnya masyarakat di Aceh Tamiang tidak melakukan ijab qabul dalam 

jual beli. Karena menurut mereka barang yang diperjualbelikan tersebut 

sudah legal menurut hukum di Indonesia, jika dilakukan dengan harga 

yang telah disepakati. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, jual beli 

dianggap sah jika si penjual (pemilik benda bersedia menjual benda 

tersebut) dan si pembeli (orang yang ingin memiliki benda tersebut) 

melakukan pertukaran (harga) dengan alat pembayaran yang sah yang 

berlaku di Indonesia.  

2. Keseluruhan ulama Aceh Tamiang memiliki persepsi yang sama terhadap 

praktik „urf di masyarakat dalam urusan jual beli, yaitu harus diperbaiki, 

terutama pada barang yang harganya minimal Rp. 50.000,- dikarenakan 

jumlah uang transaksi tersebut dianggap telah memenuhi nominal terkecil 

dalam jual beli . Setiap penjual ataupun pembeli sebaiknya melakukan ijab 

qabul, walaupun kepada penjual ataupun pembeli non muslim, setidaknya 

bagi penjual ataupun pembeli yang muslim harus menyebutkan ijab atau 

qabul agar terlepas dari hukum muamalah.  
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat Aceh Tamiang khususnya yang beragama 

Islam agar meningkatkan pengetahuannya mengenai transaksi jual beli 

agar sesuai dengan syariat Islam. Setiap muslim harus memperbanyak 

ilmu pengetahuannya agar mengetahui bagaimana cara melakukan jual 

beli yang sesuai dengan syariah Islam. Apalagi bagi muslim yang tinggal 

di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam, sebaiknya menjunjung 

tinggi nilai-nilai keIslaman dalam kehidupannya. 

2. Kepada para Ulama/Tengku/Dinas Syariat Islam dan para instansi terkait 

agar secara berkesinambungan mensosialisasikan pelaksanaan jual beli 

secara Islami melalui penyuluhan-penyuluhan ataupun ceramah/pengajian 

kepada masyarakat agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli 

secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan 

syariat Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Pertanyaan Kepada Ulama 

1. Menurut Bapak, jual beli itu apa ? 

2. Menurut Bapak, ‘urf itu apa ? 

3. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal 

agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Menurut Bapak, hal-hal apa saja 

yang diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan 

mengikat ? mohon berikan penjelasan. 

4. Apakah setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul ? 

5. Bagaimana jika seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya 

ijab dan qabul ? 

6. Bagaimana cara melaksanakan ijab qabul ketika kita membeli (minum) kopi di 

warung kopi. Contoh: Ketika kita minum kopi di Café Alam Asri. 

7. Bagaimana menurut Bapak jika seorang muslim hanya melakukan ijab saja 

tanpa adanya qabul atau melakukan qabul saja tanpa adanya ijab ? 

8. Bagaimana pandangan bapak mengenai keadaan pada zaman sekarang, 

dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan 

kabul. Contohnya: berbelanja di super market, indomaret, alfamart dll. Mohon 

berikan penjelasan. 

9. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual ataupun 

pembeli yang non muslim, apakah kita sebagai seorang muslim tetap 

melaksanakan ijab atau qabul ? 

10. Apa yang harus dilakukan seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi 

jual beli dengan orang yang non muslim. Mohon diberikan penjelasan. 

11. Apa yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar 

masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di 

daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam. Mohon diberikan 

penjelasan. 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat selaku penjual dan Pembeli 

1. Menurut Bapak/Ibu, jual beli itu apa ? 

2. Menurut Bapak/Ibu, melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu apa ? 

3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ijab dan qabul dalam urusan jual beli. 

Mohon diberikan penjelasan. 

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa salah satu rukun jual beli menurut 

jumhur ulama adalah adanya sighat (lafal ijab dan qabul). 

5. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan ijab atau qabul dalam urusan jual beli, 

kenapa ? mohon diberikan penjelasan 

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, bahwa sebagian besar penjual dan pembeli 

tidak melaksanakan ijab dan kabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar 

tradisional atupun di pasar modern ? 

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mencari tahu hal ini terkait pelaksanaan ijab dan 

qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, baik dengan cara 

menanyakannya kepada ulama/guru agama/tengku ataupun kepada 

pemerintah/departemen agama ? 

8. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu terkait praktik ‘urf (kebiasaan) di 

masyarakat yang melaksanakan jual beli tanpa adanya sighat (lafal ijab dan 

qabul) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEPSI ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP PRAKTIK 

’URF DI MASYARAKAT DALAM URUSAN  JUAL BELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan 

Nama : Diisikan nama narasumber 

Keterangan : Diisikan kegiatan narasumber (Ulama atau Penjual atau Pembeli) 

Alamat : Diisikan lokasi tempat wawancara 

Paraf : Diisikan paraf/tanda tangan narasumber 
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